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Abstrak

Kajian filsafat hukum Islam kurang mendapat perhatian yang semestinya pada masa
klasik dan pertengahan Islam. Para ahli hukum Islam pada masa itu berhenti pada
konsep maslahah sebagai tujuan hukum Islam (magqasid al-syari’ah) ketika berbicara
mengenai filsafat hukum Islam. Beberapa persoalan filsafat hukum Islam yang
muncul dewasa ini adalah berkaitan dengan demokrasi dan keadilan, hak asasi
manusia (HAM), persoalan gender, dan masalah-masalah serupa dalam dunia
modern. Pada masa modern, filsafat hukum Islam dikembangkan oleh beberapa ahli
hukum Islam dalam menjawab berbagai permasalahan di dunia modern tadi. Para
ahli hukum Islam modern merumuskan beberapa teori-teori baru yang umumnya
memanfaatkan ilmu-ilmu humaniora dan sosial, maupun sains yang berkembang di
Barat. Beberapa di antara teori-teori baru tersebut adalah teori double movement,
teori redefinisi nasakh, teori hudud, dan teori hermeneutika. Pendekatan para ahli
hukum Islam modern tersebut menandai arah baru pengkajian dan pemikiran filsafat
hukum Islam dewasa ini. Tulisan ini menguraikan pemikiran awal filsafat hukum
Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusannya, serta beberapa persoalan
yang menuntut dilakukannya perubahan dalam pemikiran awal filsafat hukum Islam
tersebut.

Kata kunci : arah baru, pemikiran, filsafat, hukum Islam, masa moderen
Abstract

Islamic legal philosophy study of classic and middle period of Islam is unable to get
proper attention. When talking about Islamic legal philosophy, the Muslim jurists
during that period desist at concept maslahah as purpose of Islamic law (magasid al-
syari’al). Some problems of Islamic legal philosophy emerging these days are
relating to democracy and justice, human right, gender, and similar problems in the
modern world. During modern period, Islamic legal philosophy is developed by
some Muslim jurists in responding various problems in the modern world. The
Muslim jurists in modern period formulate some new theories generally using
humanity and social sciences that are growing in the West. Some new theories are
the theory of double movement, the theory of redefining naskh, the theory of hudud,
and the theory of hermeneutics. Approaches used by the modern Muslim jurists mark
new direction of study and idea of Islamic legal philosophy these days. This paper
outlines the initial ideas of philosophy of Islamic law and the factors that influence
the formulation, as well as some issues which call for a change in the thinking of the
early Islamic legal philosophy.

Keywords: new thinking, thought, philosophy, Islamic law, modern era
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A. Pendahuluan
, Filsafat hukum Islam merupakan
cabang baru kajian hukum Islam pada
masa modern ini. Dalam kajian-kajian
hukum Islam klasik, para ahli hukum
Islam umumnya membagi norma-norma
hukum Islam menjadi dua kategori, yaitu
asas-asas umum (al-usul al-kulliyyah)
dan peraturan-peraturan hukum konkret
(al-ahkam al-far’iyyah), singkatnya biasa
disebut usul al-figh dan al-figh. Persoalan
filsafat hukum Islam sebagai norma dasar
pada waktu itu kurang mendapatkan
perhatian yang semestinya dan dibahas
secara parsial dalam kajian wusul al -figh,
terutama ketika membahas jjtihad.’

Dalam upaya ijtihad hukum Islam
dari sumber al-Qur'an dan al-Sunnah,
para ahli hukum Islam masa awal dan
pertengahan mengemukakan dua macam
pendekatan. Pertama, pendekatan
kebahasaan terhadap sumber hukum
Islam  yang  dititikberatkan  pada
pendalaman sisi kaidah-kaidah
kebahasaan untuk menemukan suatu
makna tertentu dari nass al-Qur’an dan
al-Sunnah. Kedua, pendekatan melalui
pengenalan maksud dan tujuan syari’ah
yang dititikberatkan pada melihat nilai-
nilai maslahah dalam setiap hukum Allah
yang diturunkan untuk umat manusia.’

Pendckatan dalam bentuk terakhir
di atas merupakan tema kajian filsafat
hukum Islam pada masa awal dan
pertengahan  Islam  dalam  upaya
pemecahan terhadap persoalan hukum
baru yang tidak disinggung dalam nass
dengan melihat nilai-nilai maslahah
sebagai tujuan hukum Islam (magasid al-
syari’ah). Pemikiran para ahli hukum
Islam dalam menjelaskan tujuan hukum
Islam ini sangatlah terikat pada nass.
Oleh karena itu, pendekatan Kkajian
filsafat hukum Islam mereka tadi dapat
dikatakan  menggunakan pemaknaan
literal, dalam arti lebih menekankan
kepada nass dan doktrin-doktrin hukum
yang ada dalam mazhab yang dianutnya.’

Sebagai cabang baru dalam kajian
hukum Islam, objek pembahasan filsafat
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hukum Islami seharusnya tidak hanya
berhenti pada, masalah tujuan hukum
Islam saja, tétap1 setiap permasalahan
yang mendasaf sifatnya yang muncul di
dalam masyarakat yang memerlukan
suatu pemecahan. Filsafat hukum Islam
seharusnya mgrupakan buah pemikiran
para ahli hukum Islam yang dalam tugas
sehari-harinya | banyak  menghadapi
permasalahan iya.ng menyangkut keadilan
sosial di masydrakat. Beberapa persoalan
filsafat hukund! Islam dewasa ini adalah
yang berkaitai dengan demokrasi dan
keadilan, hak| asasi manusia (HAM),
persoalan gender, dan masalah-masalah
serupa dalam éunia modern. Oleh karena
semata-mata ‘j menggunakan  Kkonsep
maslahah dalailp memecahkan persoalan
tadi kadang tidak mampu memenuhi rasa
keadilan  dalim masyarakat, maka
perluasan tetﬁa pembahasan  filsafat
hukum Islam’|{pada masa modern ini
merupakan suaju keharusan dalam upaya
menegakkan Keadilan, kebebasan, dan
persamaan sebagai nilai-nilai dasar dalam
hukum Islam.

Berangkat dari kondisi semacam
ini pula, pada masa modern muncul
beberapa ahli hukum Islam yang
berupaya mencari jalan keluar terhadap
berbagai permgsalahan di dunia modern
tadi, Dalam Kajian-kajian hukum yang
dilakukannya mereka cenderung
membuang teori-teori lama dalam wusu/

al-figh kareda dianggap tidak lagi
memadai daldiln memecahkan berbagai
persoalan odernitas. Selanjutnya
mereka merymuskan teori-teori baru

yang umumnys memanfaatkan ilmu-ilmu
humaniora darijsosml, maupun sains yang
berkembang Barat. Oleh karena itu,
pendekatan para ahli hukum Islam
modern dalam pengkajian filsafat hukum
Islam ini dapa dikatakan menggunakan
iberal, karena lebih
menekankan ‘jkepada kontekstualisasi
hukum- hukum dalam nass dan
mcmngga]kanfi kecenderungan literal
sebagaimana dilakukan oleh para ahli
hukum Islam awal.4
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Tulisan ini akan menguraikan
pemikiran awal filsafat hukum Islam dan
faktor-faktor yang mempengaruhi
perumusannya, beberapa persoalan yang
menuntut dilakukannya perubahan dalam
pemikiran awal filsafat hukum Islam
tersebut, serta perkembangan baru
pemikiran filsafat hukum Islam dan
implikasi yang dapat diterapkan darinya
dalam upaya pembentukan hukum Islam
pada masa sekarang. Selanjutnya, tulisan
ini diharapkan dapat memiliki kontribusi
dalam memberikan landasan teoretis
bagaimana seharusnya hukum itu
diarahkan sehingga benturan-benturan
dalam bidang hukum tidak akan muncul
kembali apabila pemikiran-pemikiran
dalam filsafat hukum Islam menjadi
pertimbangan dan  acuan  dalam
pembentukan hukum Islam.

B. Pemikiran Awal Filsafat Hukum
Islam

Para ahli hukum Islam masa awal
dan pertengahan Islam telah melakukan
kajian terhadap filsafat hukum Islam.
Fokus pembahasan mereka adalah
memahami ada tidaknya tujuan Allah
dalam penetapan hukum Islam (ta’lil al-
ahkam). Upaya mereka memahami tujuan
hukum tersebut senantiasa berawal dari
teks (nass) al-Qur’an maupun al-Sunnah,
baik secara langsung maupun secara tidak
langsung. Pendekatan teks secara
langsung adalah menggali ‘i/lah (alasan
penetapan hukum) di balik setiap perintah
dan larangan. Kaidah yang ' terkenal
adalah “al-hukm yadur ma’a ‘illatih
wujudan wa ‘adaman” (Hukum beredar
mengikuti ‘illah-nya, ada tidak adanya
hukum tergantung kepada ada tidak
adanya ‘illah).”  Para tokoh yang
melakukan kajian model ini adalah Imam
al-Haramayn al-Juwayni, Abu Hamid al-
Ghazali, dan ‘Izzuddin ibn °‘Abd al-
Salam.

Imam al-Haramayn al-Juwayni
(w. 438 H/1047 M) dapat dikatakan
sebagai ulama usul al-figh pertama yang
menekankan  pentingnya  memahami
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tujuan syari’ah dalam menetapkan hukum
Islam. Ia mengelaborasi tujuan syari’ah
itu dalam  hubungannya  dengan
pembahasan ‘illat pada masalah giyas.
Menurutnya, dalam kaitannya dengan
‘illat, asl dapat dikelompokkan menjadi
tiga macam, yaitu daruriyyat, hajiyyat,
dan makramat (tahsiniyyat).®

Tujuan syari’ah yang telah digali
oleh al-Juwayni di atas selanjutnya
dikembangkan oleh muridnya, Abu
Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M).
Pembicaraan tentang tujuan syari’ah
dikemukakan al-Ghazali dalam kitab
Syifa’ al-Ghalil dalam kaitannya dengan
pembahasan masalah ‘/llat dalam giyas.
Dalam penjelasannya, al-Ghazali
mendefinisikan mas/ahah dengan tahsil
(menarik manfaat) dan ibga’ (menolak
mudarat). Dengan demikian, memelihara
tujuan syari’ah adalah suatu ungkapan
yang mencakup upaya untuk
melestarikan kemaslahatan dan menolak
kemudaratan.” Sementara itu dalam kitab
al-Mustasfa, al-Ghazali membicarakan
tujuan syari’ah dalam kaitannya dengan
tema istislah. Al-Ghazali mendefinisikan
maslahah sebagai “upaya memelihara
tujuan hukum Islam, yaitu memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”
Setiap hal yang dimaksudkan untuk
memelihara lima hal pokok tersebut
disebut maslahah. Kebalikannya, setiap
hal yang merusak atau menghilangkan
lima hal pokok tersebut disebut
mafsadah, yang oleh karenanya upaya
menolak dan menghindarkannya disebut
maslahah.®

’Izzuddin ibn ‘Abd al-Salam (w.
660 H/1261 M) membahas secara khusus
konsep maslahah sebagai tujuan hukum
Islam dalam kitab Qawa’id al-Ahkam.
Menurut ’Izzuddin, maslahah adalah
lawan kata dari mafsadah. Keduanya
sering diistilahkan dengan baik dan
buruk, serta manfaat dan bahaya, karena
sesungguhnya maslahah itu merupakan
kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan
mafsadah merupakan keburukan dan
bahaya. Ia lebih banyak mengelaborasi
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hakikat maslahah yang diejawantahkan
dalam bentuk menolak mafsadat dan
menarik manfaat (dar’u al-mafasid wa
Jjalbu al-manafi’).?

Kajian  magasid  al-syari’ah
melalui pendekatan teks secara tidak
langsung adalah melakukan istigra’
ma’nawi (metode induksi) terhadap
keseluruhan teks (nass) al-Qur’an dan al-
Sunnah untuk menemukan tujuan Allah
dalam  penetapan  hukum  Tslam.
Berdasarkan metode induksi tersebut
disimpulkan bahwa tujuan hukum Islam
adalah kemaslahatan. Kaidah yang
populer adalah “haisuma wujidat al-
maslahah fasamma syar'u Allah” (Di
mana saja terdapat kemaslahatan maka di
sana terdapat hukum Allah). ' Tokoh
yang melakukan kajian model ini adalah
Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M).

Kajian magasid al-syari’ah ini
dilakukan al-Syatibi secara luas dan
menyeluruh hampir dalam keempat jilid
kitab al-Muwafaqai. Dalam karyanya
tersebut, al-Syatibi secara  tegas
menyatakan bahwa segenap syari’ah
yang diturunkan oleh Allah bertujuan
mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-
Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan
untuk masa yang akan datang {(di akhirat).
Kemaslahatan manusia dapat diwujudkan
dengan terpeliharanya lima unsur pokok
(al-kuliyyat al-khams), yaitu agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Menurut al-
Syatibi, penetapan kelima unsur pokok
tadi didasarkan atas dalil-dalil al-Qur’an
dan al-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur’an yang
dijadikan dasar pada umumnya adalah
ayat-ayat Makkiyah yang tidak di-nasakh
dan  ayat-ayat  Madaniyah  yang
mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah tadi.
Di antara ayat-ayat itu adalah yang
berhubungan dengan kewajiban salat,
larangan membunuh jiwa, larangan
meminum minuman Yyang memabukkan,
larangan berzina, dan larangan memakan
harta orang lain dengan cara tidak
benar.!! Setelah mengadakan penelitian
dengan seksama, al-Syatibi
berkesimpulan bahwa oleh karena' dalil-
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dalil yang di untuk menetapkan
al-kulzwat a{ khams termasuk dalil gat 7,
maka, ia da?t dikelompokkan sebagai
gat’i Perrfyataan al-Syatibi tersebut
menyiratkan {{arti bahwa karena al-
kuliyyat al-khams dari segi landasan
hukumnya ! dapat dipertanggung-

jawabkan, ia dapat dijadikan
sebagai dasar dalam  menetapkan
hukum,”®

Selanjlitnya al-Syatibi membagi
magasid al—jiaarf ah atan kemaslahatan
dalam tiga p mgkat yaitu al—damn}{yat
al-hajiyyat, al-tahsiniyyat."*
Pengelompoklan ini didasarkan pada
tingkat kebutuhan dan skala prioritas
yang berbedq antara satu sama linnya.
Dalam hal i, al-daruriyyat menempati
peringkat pértama, disusul oleh al-
hgjiypat,  kemudian  terakhir  al-
tahsiniyyat. Nanmmun di sisi lain dapat
dilihat  bahwa  peringkat  ketiga
melengkapi peringkat kedua, peringkat
kedua melerigkapi peringkat pertama,
sedangkan peringkat pertama menjadi
dasar kedua!peringkat lainnya. Dengan
kata lain, ketiga peringkat tersebut
merupakan ,kebutuhan yang saling
melengkapi. ::

Magasid al-daruriyyat
dimaksudkan: untuk memelihara lima
unsur pokok;. yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta, sebagai kebutuhan-
kebutuhan yang bersifat esensial bagi
kehidupan mahusia. Tidak terpeliharanya
kelompok akan mengakibatkan
kerusakan kehidupan manusia di dunia
dan akhirat secara keseluruhan. Magasid
al-hajiyyat |} dimaksudkan untuk
menghindarkah manusia dari kesulitan
dalam hidupnya. Pengabaian terhadap
kelompok inij tidak sampai mengancam
eksistensi kelma unsur pokok di atas,
tetapi hanyai{akan membawa kesulitan
bagi manusia! dalam merealisasikannya.
Sedangkan }magqasid  al-tahsiniyyat
dimaksudkan| menjamin  pelaksanaan
akhlak yang j:rpuji untuk meningkatkan

martabat manpsia dalam masyarakat dan
di hadapan Tuhannya. Sebagai contoh,
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dalam  memelihara unsur  agama
mendirikan salat merupakan aspek al-
daruriyyat, kebolehan salat jama’ dan
salat qasar bagi orang yang sedang
bepergian merupakan aspek al-hajiyyat,
dan menutup aurat merupakan aspek al-
tahsiniyyat."”

Pemikiran  al-Syatibi  tentang
magqasid al-syari’ah di atas pada
perkembangan selanjutnya telah diakui
sebagai konsep yang baku dalam usul al-
figh. Konsep maslahah sebagai tujuan
syari'ah yang dikembangkan oleh al-
Syatibi ini sebenarnya telah melampaui
pembahasan ulama abad-abad
sebelumnya. Hal ini karena konsep
maslahah tersebut melingkupi seluruh
bagian syari’ah dan bukan hanya aspek
yang tidak diatur oleh nass.

C. Perubahan Pemikiran Filsafat
Hukum Islam

Pemikiran filsafat hukum Islam
pada  masa modern mengalami
perubahan, beberapa hal yang
mempengaruhinya  adalah:  Pertama,
pengaruh karya-karya orientalis tentang
hukum Islam, semisal Joseph Schacht,
J.N.D. Anderson, dan N.J. Coulson. Para
orientalis memperdebatkan  asal-usul
hukum Islam dan mempertanyakan
adaptabilitas hukum Islam dengan
perubahan sosial. Di kalangan mereka
terdapat gambaran yang minor tentang
hukum Islam. Sejumlah besar orientalis
memandang hukum Islam religius, sakral,
abadi, dan karenanya tidak dapat
diadaptasikan dengan perubahan sosial.
Aturan-aturan yang ada dalam hukum
Islam bersifat statis, final, kekal, mutlak,
dan tidak bisa diubah.'® Pandangan
orientalis di atas telah memunculkan
kebutuhan baru akan suatu filsafat hukum
Islam. Hubungan hukum Islam dan
perubahan sosial pada akhirnya menjadi
salah satu tema fundamental dalam
filsafat hukum Islam yang selalu
diperdebatkan oleh para ahli hukum
Islam.

Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam
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Kedua, berdirinya nation-state
(negara-bangsa) di berbagai negara
Muslim pada akhir abad ke-19 M.
Gerakan kolonialisme Barat sejak abad
ke-16 M yang merupakan akibat dari
semangat Renaissance dan terlalu
besarnya semangat menjajah dunia
membuat negara-negara muslim terjajah
oleh Barat. Gerakan ini merupakan
sarana utama perkenalan umat Islam
dengan ide nation-state (negara-bangsa).
Akibatnya, setelah dunia Islam
mengalami kemerdekaan dari penjajahan
Barat tak ada alternatif lain kecuali
menerima konsep nation-state itu.'’ Ide
pokok nation-state adalah bangkitnya
semangat kebangsaan, artinya manusia
lebih cenderung untuk menghimpun diri
dalam suatu kesatuan berdasarkan suku
bangsa (nation-state) daripada terhimpun
dalam suatu kesatuan berdasarkan agama
(religion-state).

Hukum Islam yang lahir jauh
sebelum munculnya ide nation-state, kini
harus hidup dalam dunia yang sama
sekali berbeda. Hal ini disebabkan karena
ternyata nation-state memiliki tata aturan
hukum sendiri. Perbedaan-perbedaan tadi
menuntut hukum Islam untuk selalu dapat
beradaptasi dengan kondisi umat Islam di
masa modern. Inilah salah satunya yang
melatarbelakangi kebutuhan baru kajian
filsafat hukum Islam, sehingga hukum
Islam tetap mampu berperan dalam
sebuah nation-state. Salah satu hal yang
menjadi perhatian para ahli hukum Islam
modern adalah bagaimana melahirkan
qanun sebagai hukum positif negara
(kodifikasi; legislasi) yang mulai dikenal
pada masa modern Islam atau sejak
berdirinya nation-state di berbagai negara
Muslim sejak akhir abad ke-19 M.'®

Ketiga, isu demokrasi dan hak
asasi manusia (HAM). Demokrasi
merupakan  pembicaraan  mengenai
hubungan antara negara dan masyarakat
atau antara pemerintah dan rakyat.
Demokrasi secara populer didefinisikan
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.'"” Demokrasi
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adalah fenomena modernitas dalam tata
politik dunia yang berasal dari
masyarakat Barat. Sementara, hak asasi
manusia (HAM) adalah sejumlah hak
yang melekat pada setiap individu
manusia dan dimiliki sejak lahir sebagai
anugerah dari Tubhan. HAM pada
gilirannya ditegaskan dalam berbagai
konvensi internasional, regional, atau
lokal dalam suatu negara maupun agama,
namun kesemuanya memberikan
artikulasi yang kurang lebih sama, bahwa
HAM bersifat universal, dalam arti
berlaku bagi seluruh umat manusia,
dengan tanpa membedakan antara laki-
laki dan perempuan, hitam dan putih,
atau kaya dan miskin. Demokrasi dan
HAM adalah dua konsep yang selalu
diperdebatkan, tidak hanya di dunia Islam
~ melainkan juga dalam berbagai budaya di
belahan dunia. Sejumlah pertanyaan
berkaitan kompatibalitas hukum Islam
dengan demokrasi maupun HAM itu
harus dijawab oeh pakar hukum Islam
pada masa modern dan pada akhirnya
memunculkan kebutuhan baru akan
filsafat hukum Islam.

D. Pemikiran Baru Filsafat Hukum
Islam

Para ahli hukum Islam masa
modern melakukan kajian terhadap
filsafat hukum Islam dan hendak
menunjukkan bahwa hukum Islam selalu
kompatibel  dengan  perkembangan
peradaban umat manusia. Fokus
pembahasan mercka adalah menemukan
teori-teori baru bagi penerapan hukum
Islam di dunia modern. Beberapa teori
yang muncul di antaranya adalah teori
double movement, teori redefinisi nasakh,
teort hudud, dan teori hermeneutika.

Teori double movement
dikemukakan oleh Fazlur Rahman,
seorang filosof dan intelektual Muslim
Pakistan.?’ Rahman menegaskan, bahwa
al-Qur'an merupakan petunjuk yang
paling komprehensif bagi manusia.
Sebagai konsekuensinya, -Kjtab Suci
tersebut harus dipahami sebagai suatu
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kepaduan zulg berjalin kelindan yang
dapat mf:ngI ilkan suatu pandangan
hidup yang pasti dan menyeluruh, Dalam
rangka mencapai hal ituy, Rahman
mengem suatu metode interpretasi
al-Qur’an yang rasional, sistematis, dan
komprehensif.; Metode ini merupakan
satu-satunya ;| metode yang  dapat
diandalkan, bgik dalam memahami nilai-
nilai moral, aspek-aspek tcologls dan
aspek legal di-galam al-Qur’ an.”

Metod¢ penafsiran al-Qur’an yang
diperkenalkan] Rahman dikenal dengan
teori double movement (gerakan ganda).
Gerakan pertama, dari situasi masa kini
menuju ke sa turunnya al-Qur’an
untuk menemukan ideal moral yang
bersifat universal dan legal specific yang
bersifat tcmp ral. Gerakan kedua, dari
masa turunnya al-Qur’an kembali lagi ke
masa kini untuk menerapkan prinsip-
prinsip  universal dan  nilai-nilai
sistematik dalam konteks pembaca al-
Qur'an eraj kontemporer. Gerakan
pertama terdifi dari dua langkah, yaitu
pertama, pgmahaman makna  dari
pernyataan al-Qur’an dengan mengkaji
situasi histori§ atau problem historis di
mana pernyataan Kitab Suci itu turun
sebagai [jawabannya. Kedua,
menggeneralisasi jawaban-jawaban
spesifik dan | partikular dalam bentuk
pernyataan-pgtnyataan yang memiliki
tujuan-tujuan moral yang bersifat umum
dan universal. Sesudah dua langkah
pertama ini, dilanjutkan menuju gerakan
kedua yang'! dimulai dari rumusan-
rumusan yang bersifat universal tadi,
kemudian meletakkannya kepada hal-hal
yang bersifat artlkular dalam situasi dan
konteks kekmlan

Melaluyi metode ini, Rahman
berupaya iemahami alasan-alasan
jawaban Y]E%. diberikan al-Qur’an dan

menyimpu prinsip-prinsip hukum
atau ketentyan umumnya. Dengan
demikian, Rahman mengesankan lebih
memilih signifikansi makna yang bersifat
universal daripada makna tekstual yang
terikat dengah peristiwa lokal-historis.

)
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Rahman tidak terikat kepada ungkapan
tekstual semata, tapi kepada nilai-nilai
substansial yang terkandung di balik
ungkapan itu. Dengan metode ini pula,
Rahman berupaya menyajikan penafsiran
al-Qur'an yang mempertimbangkan
aspek keterpaduan wahyu, sekaligus
sebagai bentuk kritis atas pendekatan
ulama tradisional yang cenderung melihat
wahyu sebagai sesuatu yang bersifat
atomistik dan parsial.”*

Teori double movement di atas
diaplikasikan Rahman terutama dalam
bidang hukum. Rahman mengkritisi
bahwa hukum yang ada sekarang sampai
batas tertentu kurang menunjukkan
sinaran al-Qur’an dan terkesan bersifat
tertutup. Ini berangkat dari fakta bahwa
pendekatan yang umum diberlakukan
dalam mengkaji ayat-ayat hukum
cenderung bersifat parsial, terpisah, dan
atomistik. Aspek keterpaduan ayat-ayat
kurang diperhatikan, sehingga rumusan
yang dihasilkan tidak mencerminkan
rumusan hukum yang komprehensif.
Selanjutnya dengan mengaplikasikan
teori double movement, Rahman
memberikan elaboratif bahwa
pemahaman terhadap sebuah persoalan
hukum tidak dilihat dari alasan partikular
yang membentuk sebuah  hukum,
melainkan pesan universal yang ada di
balik alasan partikular itu. Dengan kata
lain, yang dilihat bukan aspek /legal
specific saja, tetapi yang' lebih penting
adalah aspek ideal moral yang
merupakan tujuan ayat hukum itu.**

Di antara contoh aplikasi dari
metode Rahman adalah dalam kasus
poligami dan hukuman potong tangan
bagi pencuri. Dalam kasus poligami,
ideal moral al-Qur’an adalah monogami,
praktek poligami hanya menunggu waktu
yang tepat untuk menghapusnya, sebab
situasi sosial waktu itu poligami berakar
kuat dalam masyarakat. Dengan kata lain,
poligami yang diakui al-Qur’an harus
dilarang jika lingkungan sosial sudah
memungkinkan, Dalam hal hukuman
potong tangan bagi pencuri, ideal moral
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al-Quran adalah memotong kemampuan
pencuri agar tidak mencuri lagi.
Hukuman potong tangan tidak tepat lagi
diterapkan pada masa seckarang, karena
pada awal Islam mencuri termasuk
melecehkan harga diri, tapi sekarang
mencuri hanya sebatas  kejahatan
ckonomi, schingga hukumannya bisa
penjara atau denda seberat-beratnya.

Hubungan syari’ah dan hak asasi
manusia (HAM) merupakan isu aktual
yang selalu menarik untuk dibahas dan
didiskusikan pada masa modern. Salah
satu tawaran metodologi dalam upaya
merumuskan format ideal tentang
hubungan Islam dengan HAM datang
dari seorang pemikir Islam dan aktivis
HAM asal Sudan yang bernama Abdullah
Ahmed al-Na’im.” Al-Na’im
menawarkan gagasan redefinisi nasakh
sebagai metode yang dinilai menjanjikan
bagi reformasi syari’ah, khususnya dalam
memecahkan konflik antara syari’ah dan
HAM.

Pandangan al-Na’im tentang
nasakh pada dasarnya sama dengan
pendapat yang telah dikenalkan oleh para
ulama, yakni sebagai teknik
mengompromikan ayat-ayat yang secara
substansial dianggap bertentangan satu
sama lain, dengan cara menghapuskan
atau menangguhkan salah satunya.
Perbedaan al-Na’im dengan mereka
adalah terletak pada proses dan
dampaknya. Proses nasakh yang
dilakukan oleh ulama adalah
penghapusan atau penangguhan ayat
yang turun lebih dahulu oleh ayat yang
turun belakangan. Sedangkan menurut al-
Na’im, proses nasakh tersebut bersifat
tentatif sesuai dengan kebutuhan. Dengan
demikian, menurut al-Na’im, nasakh
dapat saja berarti penghapusan atau
penangguhan ayat yang  datang
belakangan oleh ayat yang turun lebih
dahulu atau sebaliknya, bila memang
kondisi-kondisi aktual menghendakinya.
Dengan kata lain, yang menasakh tidak
selalu ayat yang datang belakangan,
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melainkan ayat mana yang lebih relevan
dengan kebutuhan kehidupan masa kini.?®

Konsep nasakh yang dielaborasi
al-Na’im adalah nasakh terbalik atau
kebalikan nasakh versi ulama. Para ulama
menasakh ayat Makkivyah oleh ayat
Madaniyah, sedangkan al-Na’im
menasakh ayat Madanivah oleh ayat
Malkkiyah. Menurut al-Na'im, ayat
Makkiyah lebih humanis, toleran, dan
demokratis, maka ayat-ayat ini lebih tepat
difungsikan pada masa sekarang, bila
perlu  menasakh ayat Madaniyah
seandainya dianggap tidak relevan
dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan
demikian, sebagaimana gurunya
Mahmoud Mohammed Taha, al-Na’im
melakukan pendefinisian ulang konsep
nasakh yang selama ini sudah dianggap
mapan di kalangan ulama Muslim
tradisional, sehingga metodenya tadi
disebut redefinisi nasakh.

Implikasi nasakh versi al-Na’im
sangat jauh berbeda bahkan dapat
melahirkan hukum yang berlawanan
dengan hukum vyang dihasilkan oleh
nasakh versi ulama. Nasakh al-Na’im
melahirkan syari’ah modern, sedangkan
nasakh para ulama melahirkan syari’‘ah
historis atau syari'ah tradisional. Dengan
metodenya ini, al-Na’im ingin
menempatkan dan memberi peran
terhadap syari’ah dalam posisi yang tidak
bertentangan, bahkan mendukung nilai-
nilai universal HAM, konstitusionalisme,
dan hukum internasional modern,
sekaligus tetap berpijak dalam kerangka
al-Qur’an dan al-Sunnah. Gagasan al-
Na’im tersebut sangat erat kaitannya
dengan penegakan HAM di dunia
modern, seperti jaminan kemerdekaan
dan kebebasan untuk beragama sesuai
pililhan masing-masing individu, tidak
ada ' lagi diskriminasi hukum dan
perbedaan hak antara muslim dengan
non-muslim  dalam  kedudukannya
sebagai individu atau warga negara, tidak
ada diskriminasi hukum dan hak antara
laki-laki dan perempuan, dan tidak boleh
ada hukuman fisik yang dapat
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mengurangi
manusia.
Teori hudud merupakan salah satu
teori baru dalam kajian filsafat hukum
Islam yang difawarkan oleh Muhammad
Syahrur.®’ Tédri hudud muncul terkait
dengan upaya Syahrur untuk menegakkan
demokrasi da‘a kebebasan sipil, terutama

chormatan dan martabit

dalam wilayali hukum. Munculnya teori
ini didasari oleh keprihatinan Syahrur
dalam mclihat: dekadensi yang dialami
oleh hukum Islam di dunia modern.

Teori Audud Syahrur didefinisikan
oleh Hallaq sébagai ketentuan suci yang
dimuat dalam al-Kitab yang
mengumpulkan sebuah batas minimal
dan maksimal bagi semua perbuatan
manusia. i Batas ninimal
merepresentasikan batas rendah yang
diisyaratkan dleh hukum dalam kasus
tertentu, sedangkan batas maksimal
merepresentasi batas tinggi?® Batas-
batas Allah '(hudud) diibaratkan oleh
Syahrur sebagai garis-garis yang lurus
dan konstan (a}-sawabit), sementara pada
saat yang sama memberi ruang kepada
manusia untyk bergerak dinamis (a/-
taghayyur) dalam hukum. Perpaduan
antara sesuatu|yang konstan (al-sawabit)
dan sesuatu yang berubah (al-taghayyur)
inilah hakekﬁt hukum Islam yang
dirnmuskan Syahrur. Oleh karena itu,
hukum Islamy didefinisikan olehnya
sebagai hukuip sipil (buatan manusia)
yang dalam| membuatnya manusia
memperhatikay batas-batas yang telah
diberikan oleh Allah. Perbuatan hukum
yang kurang i batas minimal tidak
boleh, demikign pula yang melebihi batas
maksimal.  ‘Jadi, manusia  dapat
melakukan ‘gerak dinamis dalam
melahirkan ketentvan hukum Islam
dalam batas-batas yang telah ditentukan,

Dalamg al-Kitab wa al-Qur’an,
Syahrur menetapkan enam prinsip batas
dalam hukum;Islam. Pertama, ketentuan

hukum yang| hanya memiliki batas
thinimal (al-hadd al-adna), misalnya
perempuan ‘yang  haram dinikahi;
makanan yai{g diharamkan, hutang-

i i Imam An}zas Mushlihin
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piutang, pakaian perempuan, hukuman
pembunuhan tersalah. Kedua, ketentuan
hukum yang hanya memiliki batas
maksimal (al-hadd al-a’la), misalnya
hukuman bagi pencuri dan hukuman
pembunuhan dengan sengaja. Ketiga,
ketentuan hukum yang memiliki batas
maksimal dan batas minimal secara
bersamaan, namun tidak menyatu dalam
satu titik atau satu garis. Misalnya hukum
waris dan poligami. Keempat, ketentuan
hukum di mana batas maksimal dan batas
minimal menyatu dalam satu titik atau
satu garis. Misalnya hukuman bagi
pelaku zina. Kelima, ketentuan hukum
yang memiliki batas maksimal yang
mendekati garis lurus, namun tidak ada
persentuhan. Misalnya hubungan laki-
laki dan perempuan yang tidak sampai
berzina. Keenam, ketentuan hukum yang
memiliki batas maksimal dan batas
minimal, di mana maksimal positif yang
tidak boleh dilampaui dan batas minimal
negatif yang boleh dilampaui. Misalnya
distribusi harta kekayaan, di mana riba
sebagai maksimalnoya dan zakat sebagai
batas minimalnya.’

Dalam upaya memecah kebekuan
hukum Islam di era kontemporer, kajian
filsafat hukum Islam dengan
menggunakan pendekatan hermeneutika
ditawarkan oleh Khaled Abou El-Fadl.”’
Hermeneutika pada dasarnya adalah
suatu  metode atau cara untuk
menafsirkan simbol yang berupa teks
atau sesuatu yang diperlakukan sebagai
teks untuk dicari arti dan maknanya, di
mana metode hermeneutik ini
mensyaratkan adanya kemampuan untuk
menafsirkan masa lampau yang tidak
dialami, kemudian dibawa ke masa
sekarang.”' Hermeneutika dapat
dikatakan bergerak dalam tiga horison,
yaitu horison teks (the world of the text),
horison pengarang (the world of author),
dan horison pembaca (the world of
reader).>* Pendekatan hermeneutika,
umumnya membahas pola hubungan
segitiga antara teks, pengarang, dan
pembaca. Inti analisis hermeneutik
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terletak pada peran pengarang, teks, dan
pembaca dalam menentukan makna.
Hermeneutika hendak menjembatani
jarak antara pengarang dan pembaca,
yang antara keduanya dimediasi oleh
teks.

Abou El-Fadl menggambarkan
hermeneutika sebagai proses dan
prosedur penafsiran teks al-Qur’an dan
hadis Nabi yang melibatkan relasi-relasi
antara teks (texr), pengarang (author),
dan pembaca (reader) yang tidak bisa
dipisahkan satu sama lain, khususnya
relasi antara teks dengan pengarang dan
relasi antara teks dengan pembaca.
Hermeneutika merupakan sebuah kajian
yang melibatkan pemahaman terhadap
kaidah-kaidah ilmu tafsir (exegesis) dan
epistemologi pemahaman
(interpretation), kajian tentang konstruksi
makna di masa lalu dan kaitannya dengan
konstruksi makna pada masa kini. Proses
interpretasi ini terutama dilakukan
olehnya dalam bidang hukum, di mana
penyelidikan hukum seharusnya tidak
berkonsentrasi pada makna asal teks
untuk melayani teks, tapi untuk
merespons realitas sosial politik dengan
menggunakan teks.*?

Abou El-Fadl sendiri menerapkan
hermeneutika dalam wilayah kajian
hukum Islam, terutama ketika ia
melakukan telaah kritis atas fatwa-fatwa
hukum Islam yang dikeluarkan oleh
CRLO*, sebuah lembaga resmi di Arab
Saudi yang diberikan kepercayaan untuk
mengeluarkan fatwa. Dalam bukunya
Speaking in God’s Name, Abou El-Fadl
menunjukkan bagaimana lembaga fatwa
tersebut telah terjebak dalam sikap
otoriter dalam melakukan pembacaan
teks-teks hukum Islam.

Dalam mengkritisi dan
membendung otoritarianisme tadi, Abou
El-Fadl menawarkan lima prasyarat
moral dalam setiap tindakan interpretasi,
yaitu kejujuran (honesty), kesungguhan
(diligence), kemenyeluruhan
(comprehensiveness), rasionalitas
(reasonableness), dan pengendalian diri
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(self-restraint). Dalam  penyelidikan
hukom  Islam,  meskipun  dapat
menegosiasikan makna teks, pembaca
harus tetap mempertahankan jarak antara
dirinya dan teks. Hal yang pokok
bukanlah pada soal apakah pembaca telah
dengan tepat menghadirkan kembali
makna sebenarnya dari pengarang teks,
tetapi lebih pada apakah pembaca telah
cukup menghormati teks  dengan
berusaha memahaminya dan tidak
mencoba untuk menggantikannya. Jadi,
moralitas yang tertinggi adalah moralitas
diskursusnya, bukan semata kebenaran
atau ketepatannya.® Dengan demikian,
Abou El-Fadl menawarkan sebuah
pendekatan hermeneutika berdasarkan
negosiasi dan moral dalam upaya
mencari, menyelidiki, dan memahami
makna sebuah teks. '
Hermeneutika  hukum  Islam
seperti dikembangkan Abou El-Fadl
dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk
memahami dan sekaligus memberikan
jalan keluar terhadap isu-isu menantang
yang dihadapi oleh umat Islam di era
kontemporer. Hal ini terutama berkaitan
dengan isu-isu demokrasi dan hak asasi
manusia (HAM), interaksi dengan non-
muslim, perang dan terorisme, serta
kedudukan perempuan dalam Islam.
Selain itu, signifikansi dari hermeneutika
hukum Islam Abou El-Fadl adalah
mampu merevitalisasi tradisi hukum
Islam klasik dalam membendung
otoritarianisme yang sudah menjadi
gejala umum dalam era kontemporer.

E. Penutup

Para ahli hukum Islam masa awal
dan pertengahan Islam telah melakukan
kajian terhadap filsafat hukum Islam.
Fokus pembahasan mereka adalah
memahami ada tidaknya tujuan Allah
dalam penetapan hukum Islam (ta’lil al-
ahkam). Upaya mereka memahami tujuan
hukum tersebut senantiasa berawal dari
teks (nass) al-Qur’an maupun al-Sunnah,
baik secara langsung maupun secara tidak
langsung. Pendekatan teks secara
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langsung adalah menggali ‘illah (alasan
penetapan hukym) di balik setiap perintah
dan larangan;, Kaidah yang terkenal
adalah “al-hukm yadur ma’a ‘illatih
wujudan wa ‘gdaman” (Hukum beredar
mengikuti ‘i/léh-nya, ada tidak adanya
hukum tergantung kepada ada tidak
adanya zllah) Sedangkan pendekatan
teks secara fidak langsung adalah
melakukan 1sfzqra ma’'nawi (metode
nduksi) terhadap keseluruhan teks (nass)
al-Qur’an dan al-Sunnah  untuk
menemukan {tujuan  Allah  dalam
penetapan hukum Islam. Berdasarkan
metode induksi tersebut disimpulkan
bahwa tujuan, hukum Islam adalah
kemaslahatan, iKaldah yang populer
adalah “faysuma wujidat al-maslahah
fasamma syar’u Allah” (Di mana saja
terdapat kemaslahatan maka di sana
terdapat hukurr Allab).

Pemlklr}an filsafat hukum Islam

pada  masa 'e modern  mengalami
perubahan,  beberapa  hal  yang
mempengaruhinya adalah Pertama,

pengaruh karya-karya orientalis tentang
hukum Islam, {semisal Joseph Schacht,
JN.D. Andersdn, dan N.J. Coulson, Para
orientalis tadi inemperdebatkan asal-usul
hukum Islam. dan mempertanyakan
adaptabilitas hukum Islam dengan
perubahan soslal. Kedua, berdirinya
nation-state (nbgara-bangsa) di berbagai
negara Mushm,pada akhir abad ke-19 M,
yang pada gilirannya memunculkan
kebutuhan akan penerapan hukum Islam
dalam bentuk ganun  (kodifikasi,
leglslas1) Ket1ga, isu demokrasi dan hak
asasi manusia (HAM), yang berikutnya
memunculkan { sejumlah  pertanyaan
terkait kompagtibalitas hukum Islam
dengan demokrasi maupun HAM
tersebut. .
Para ahli hukum Islam masa
modern mela}cukan kajian terhadap
filsafat hukum Islam dan hendak
menunjukkan bahwa hukum Islam selalu
kompatibel ‘cjengan_ perkembangan
peradaban umat manusia.  Fokus
pembahasan mereka adalah menemmukan
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teori-teori baru bagi penerapan hukum
Islam di dunia modern. Beberapa teori
yang muncul dan ditawarkan oleh mereka
di antaranya adalah teori double
movement, teori redefinisi nasakh, teori
hudud, dan teori hermeneutika. Beberapa
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